BUPATI BOMBANA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR |3 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
: E :
- PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PI;ZLAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

Menimbang  :

Mengingat

iiDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan‘

kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan
perizinan berusaha dan non perizinan serta mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi,
maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menetapkan  Standar Pelayanan dan = Standar

‘Operasional Prosedur Pelayanan perlu menetapkan

Peraturan Bupati Bombana tentang Standar Pelayanan
Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik 'Indonésia Tahman 1945; |

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan = Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahhn 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentahg Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negéra Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856};

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
| sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang‘-Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617 );

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

13.

Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Bupati Borhbana Nomor 67 Tahun 2021
tentang Pendélegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko di Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Peléyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bombana;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan ;i PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

A

10.

11.

12.

DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Bombéna.

Bupati adalah Bupati Bombana.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya Fdisingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan T%:rpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
Kepala DPMEPTSP adalah ‘Kepaja:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satiu Pintu Kabupaten Bombana.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
seran’gkaianvketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaI“aan administrasi pemerintahan.
Front Oﬁce adalah bagian pertama dan terakhir yang melakukan
pelayanan la}ngsung kepada masyarakat atau pemohon.
Back Ojﬁce adalah segala aktlﬁtas yang melakukan pencetakan/
pengetikan penzman laporan-laporan dan aktifitas administrasi.
Prosedur adalah langkah- Iangkah maupun tahapan mekanisme yang
harus d11kut1 oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Kegiatan ‘aﬁlalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk
mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang
telah diten’tuikan dalam Standar Operasional Prosedur.
Retribusi ad:alah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah‘afn Kabupaten Bombana untuk kepentingan orang pribadi atau
badan. E
Surat Ketetfapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah suraflt ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribFsi yang terutang.

|

f

H
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13. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha
yang dimaksfudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
dayé alam, |barang, prasarana, saraha atau fasilitas tertentu guna
melindungi kfepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas,
fiskal dan infiormasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan pe%undang—undangan.

15. Tim Kerja Te;knis adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan Kajian
Teknis dan Pertimbangan terhadap Perizinan dan Non perizinan yang
akan diterbitkan. |

16. Izin adalah (giokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas
Penanaman {Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan | sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 2

Maksud - penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi

Pemerintah Kabu'paten Bombana dalam penyelenggaraan perizinan di daerah
yang lebih efektif Edan efisien. , 4
[ Pasal 3
Tujuan Peraturarfx Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
|
di bidang perizin?n dan non perizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana,

efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan.

BAB 1I
RUANG LINGKUP
‘ Pasal 4
Ruang lingkup SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
terdiri atas : |
a. pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
dan

b. pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 5

(1) SOP pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi:




a.

b.

bagian Identitas; dan

bagan diaéram alir.

(2) Bagian Idenhtas SOP Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

B0t a0 oo

bt o
.

LS

k.

L

nomor standar operasional prosedur;
tanggal pembuatan;

tanggal re\%isi;

tanggal pengesahan;
disahkan oleh ;

nama SOP;

dasar hukilm;

kualifikasi pelaksana;
keterkajtalia;

peralatan dan perlengkapan;
peringatan; dan

pencatatan dan pendataan.

Bagan dlagram alir SOP pelayanan perizinan dan non

sebagaimana Edlmaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

T NS R U RN

aktifitas; |

p_elaksana;:

. pemohc;n;

. petugas? pendaftaran (Front Office);
. petugas; pencetak (Back Office);
. instansi teknis;

. analis Kebijakan Ahli Muda;

. kepala tE)idang; dan

. kepala (fiinas.

Mutu Baku:

1. kelengléapan;

2. persyaratan,;

3. waktu; dan

4. output.,

perizinan

Diagram alir] SOP menggunakan simbol yang menggambarkan urutan

langkah Kkerja secara sistematis,

mekanisme Kerja.

penjelasan aliran dokumen, dan
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Pasal 6

(1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui

mekanisme frolnt office dan back office.

(2) Mekanisme peiayanan front office meliputi:

a. layanan kqnsultasi perizinan dan nonperizinan,;

b. pemeriksa%n dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan

perizinan dan nonperizinan;

c. penerimaaln atau penolakan dokumen permohonan perizinan dan

nonperizinan.

(3) Mekanisme pelayanan back office meliputi:

a. proses peqerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;

b. proses penolakan perizinan dan nonperizinan; dan

c. proses pencabutan dan/atau pembatalan perizinan dan nonperizinan.
|

F Pasal 7

(1) Jenis pelayan?n perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan

ketentuanperaturan perundang-undangan :

1.
2.
3.
4.

Perizinl_an Berusaha Resiko Rendah;
Perizinan Berusaha Resiko Menengah Rendah;
Perizin!an Berusaha Resiko Menengah Tinggi;

Perizinan Berusaha Resiko Tinggi.

b. Perizinan Non Berusaha.

VR N o bk WD -

i e o
B W N =0

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

Sertiﬁléat Layak Fungsi (SLF);

Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi; \
Izin Prélktek Dokter Spesialis;

Izin Praktek Perawat/Perawat Gigi;

Izin Pr?.ktek Bidan; |

Izin Praktek Apoteker;

Izin Praktek Asisten Apoteker;

Izin Pr.Eenktek Penata Anastesi;

.Izin Praktek Fisioterafis;

.Izin Ke'lja Rekam Medik;

.1zin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
.Izin Ketlja Radiografer;

.1zin Kerja Analisis Kimia/ Késehatan;




15.1zin Kerja Tenaga Gizi;

16. Surat Pfencabutan Izin;

17.1zin 'Op(sarasional Pendirian Sekolah Baru Swasta;

18.1zin Operasional PAUD, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pusat
Kegiataln Belajar Masyarakat (PKBM);

19. Izin Operasional Sanggar Seni dan Budaya;

20.1zin Perildidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

21.1zin Pungutan Uang atau Barang (PUB);

22.1zin Operasional Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);

Non Perizinan

1. Rekomenda31 Prinsip; :

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR}; dan

3. Rekomendas1 Penetapan Lokasi Terminal Khusus.

(2) SOP pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

1
terpisahkan d%u‘i Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pengaduan pei:rizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, dilaksanakan melalui:

a. loket penga}duan ;

o oo o

kotak pengladuan;
surat; [
telepon /faksimile (0811 4700 045);

email : info.dpmpstpbombana@gmail.com.

SOP pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan|penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

PARAT LOORDINASI | pada tanggal 31 JuU 2023
) [URIT/SATUAN KERSA| P/ RAF|  BUPATL BOMBANK
Sled a [ S B 7
| M 6 Qi\"’
! }Saz /a»\ M A ,
; W” Uff“‘ p:rg? EX( BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2\ Jull 2023

.-~ SEKRETARIS DA}%RA'H KABUPATEN BOMBANA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR ’3




